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BABI

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Indonesiamerupakansalahsatunegarahukum yangrawan

terjaditindakpidana.Olehkarenaitu,diIndonesiasendiridikenal

adanyahukum pidanayangbertujuanuntukmengaturtingkahlaku

manusiaagarsesuaidengannormahukum dannormasosialyang

adadimasyarakat.Keberadaanhukum pidanainidiharapkandapat

mencegah,menanggulangidan meminimalisir terjadinya tindak

pidana.MenurutJeviNugrahabahwa:

Padadasarnyahukum pidanamemilikitujuanuntukmembatasi
ruang gerak manusia agar tidak berbuat sesuaidengan
kehendaknya sendiri, sehingga tercipta suatu tatanan
masyarakatyangtentram,amandanberkeadilan.Selainitu,
hukum pidanaberfungsiuntukmembuatjerapelakukejahatan,
melindungikepentinganbersama,mencegahterjadinyakonflik
danmenjagakeamanan.1

Salahsatutindakpidanayangharusdiwaspadaiadalahtindak

pidanapenyalahgunaan narkotikadan obat-obatan terlarang atau

yangdisebutdengannarkoba.Halinidikarenakannarkobamenjadi

salah satu faktoryang dapatmengancam ketahanan nasional.

Fenomenanarkobamerupakan fenomenayang multidimensidan

memiliki keterkaitan ke seluruh aspek kehidupan mulai dari

kesehatan,hukum,sosialdanekonomi.2 Berdasarkanlaporandari

1JeviNugraha,MengenalTujuanHukum PidanaBesertaFungsinya,RinekaCipta,
Jakarta,2013,hlm.7

2 HeruWinarko,NarkobaMasukDesadalam RangkaMewujudkanDesaBersih
Narkoba,BNNRI,Jakarta,2018,hlm.4
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BadanNarkotikaNasional(BNN)padatahun2021,penyalahgunaan

narkoba di Indonesia meningkat sebesar 0,15% dari tahun

sebelumnyadenganjumlahpenggunasebanyak4,8juta.3 Jumlah

kasustersebutmeliputiseluruh bentukpenyalahgunaan narkoba,

termasukpenyalahgunaannarkotika.

Narkotikamerupakanzatatauobatyangsangatbermanfaat

khususnyadiduniamedisdandiperlukanuntukpengobatanpenyakit

tertentu.Namunjikadisalahgunakanataudigunakantidaksesuai

denganstandarpengobatandapatmenimbulkanakibatyangsangat

merugikanbagiperoranganataumasyarakatkhususnyagenerasi

muda.4 Tindakpidanapenyalahgunaannarkotikamerupakantindak

pidanakhusus,sehinggadalam penanganannyatidakmenggunakan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar

pengaturan,melainkanmenggunakanUndang-Undangyangsecara

khususmengaturtentangnarkotika.5

Undang-Undang yang dimaksud tersebut adalah Undang-

UndangNomor35Tahun2009tentangNarkotika.Pasal1ayat15

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menegaskanbahwapenyalahgunaannarkotikaadalahorangyang

3BadanNarkotikaNasionalRI,https://bnn.go.iddiakses29November2022
4SriDewiRahayudanYuliaMonita,PertimbanganHakim dalam PutusanPerkara

TindakPidanaNarkotika,Pampas:JournalofCriminalLaw,Vol.1,No.1,2020,hlm.125,
https://scholar.google.co.id/citations/view_op=view_citation&hl=id&user=E42-
0WoAAAAJ&citation_for_view=E42_0WoAAAAJ:hqOjcs7Dif8C

5 DewiUtaridan Nys.Arfa,Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan
PenyalahgunaanNarkotika,Pampas:JournalofCriminalLaw,Vol.1,No.1,2020,hlm.
139,
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=878U4XEAAAA
J&citation_for_view=878U4XEAAAAJ:kNdYlx-mwKoC
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menggunakannarkotikatanpahakdanmelawanhukum.Selanjutnya

dariUndang-Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika

tersebut juga mengatur mengenai upaya menanggulangi dan

memberantaspenyalahgunaannarkotika.

Secarayuridis,penggunaannarkotikahanyadapatdigunakan

untukpengembanganilmupengetahuandanpelayanankesehatan.

Namun pada faktanya justru banyak pihak yang menggunakan

narkotika tanpa izin dengan tujuan yang tidak sesuaidengan

penggunaannya. Artinya banyak pihak yang menyalahgunakan

narkotika dan tidak sesuaidengan prosedurkesehatan.Tindak

pidanapenyalahgunaannarkotikasaatinitidaklagidilakukansecara

sembunyi-sembunyi,tetapisudahdilakukansecaraterang-terangan

olehpenggunamaupunpengedarbarangberbahayatersebut.Selain

itu,penyalahgunaan narkotika juga sudah mengancam seluruh

seluruh aspek kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan

negara,dimanapenggunanarkotikatidaklagididominasiolehorang

dewasa,tetapijugaolehpararemajayangmasihberstatuspelajar.

Olehkarenaitu,penyalahgunaannarkotikaharusditanggulangi

agartidak terus mengalamipeningkatan,terutama dikalangan

pelajar.Padadasarnyapelajaradalahsiswaataupesertadidikyang

sedangmenempuhpendidikandalam jalurformaldenganjenjang

pendidikandanjenispendidikantertentu,dimanadalam penelitianini

pelajaryang dimaksud adalah remaja yang menjadisiswa atau
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pesertadidikyangmasihSMPdanSMA.Pelajarmerupakangenerasi

muda dan generasipenerus bangsa yang seharusnya memiliki

prestasimembanggakan,bukan terlibat dalam tindak pidana.

MenurutSriSuryawatiyangmenyatakanbahwa:

Upayapenanggulanganpenyalahgunaannarkotikadikalangan
pelajardapatdilakukan dengan upaya preventive-educative
yangmelibatkanseluruhpihak,sepertipihakpenegakhukum,
instansi/institusi pendidikan, orangtua dna keluarga,
masyarakatdanlingkungansosialyangpalingdekatdengan
pelajar. Upaya preventive-educative bertujuan untuk
memberikan pendidikan kepada pelajar mengenaibahaya
narkotikadanmencegahpenyalahgunaannarkotikadikalangan
pelajartersebut.Namunjikapenyalahgunaaninisudahterjadi,
makaharusdilakukanupayapenanggulangansecararepresif
sesuaidenganaturanhukum yangberlaku.6

Permasalahanmengenaipenyalahgunaannarkotikadikalangan

pelajar juga banyak terjadidiwilayah hukum polres Bungo.

Kabupaten Bungo tercatat sebagai wilayah penyalahgunaan

narkotikaterparahdanmendudukiperingkatsatusetelahKotaJambi.

Berdasarkan laporan dariBNN ProvinsiJambi,pada tahun 2022

penyalahgunaan narkotika tertinggiada diKabupaten Bungo.7

AdapunjumlahkasuspenyalahgunaannarkotikadiKabupatenBungo

selamatahun2020-2021sebagaiberikut:

Tabel1.
KasusPenyalahgunaanNarkotikadiKabupatenBungoTahun2022

Bulan JumlahTindakPidana JumlahTersangka

Januari 2 4

Februari 13 26

6 SriSuryawati,Raih PrestasiTanpa Narkoba,Gadjah Mada UniversityPress,
Yogyakarta,2015,hlm.30

7 BadanNarkotikaNasionalProvinsiJambi,https://jambi.bnn.go.iddiakses29
Desember2022
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Maret 6 8

April 9 14

Mei 3 7

Juni 6 20

Juli 8 16

Agustus 8 15

September 7 13

Oktober 13 22

November 8 11

Desember 6 11

Jumlah 89 167

Sumber:SatnarkobaPolresBungo(2023)

Tabel1.1menunjukkanbahwapadatahun2022telahterjadi

tindak pidana penyalahgunaan narkotika diKabupaten Bungo

sebanyak89tindakpidanadenganjumlahtersangka167tersangka.

DaribeberapakasuspenyalahgunaannarkotikadiKabupatenBungo

tersebut tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga

melibatkan remaja yang masih berstatus pelajar yang duduk

dibangkuSekolahMenengahAtas(SMA).Rata-ratapelajariniadalah

pengguna narkotika dan bukan pengedar.Halinimenunjukkan

bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar

KabupatenBungomasihterusterjadi,sehinggamembutuhkanupaya

-upaya dariPolres Bungo sebagaiaparatpenegak hukum agar

penyalahgunaannarkotikadikalanganpelajardapatdicegah.

Berdasarkanhaltersebut,makasecaraDasSollenseharusnya
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keberadaaanUndang-UndangtentangNarkotikadiharapkandapat

meminimalisiratau mencegah penyalahgunaan narkotika dengan

caramemberikanancamanhukumanyangdapatmemberikanefek

jerabagiparapenggunanarkotika.Akantetapisecaradasseinjustru

normatersebuttidaksesuaidengankeadaanyangnyata,karena

meskipun sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang

tentangNarkotikatapisampaisaatinipenyalahgunaannarkotika

masih menjadi permasalahan serius dan terus berkembang,

terutamadikalanganpelajar.

Dariuraian diatas,maka penulis tertarikuntukmelakukan

penelitian yang berjudul “Upaya Polres Bungo dalam

Penanggulangan Kasus Penyalahgunaan Narkotika diKalangan

Pelajar”.

B. RumusanMasalah

Berdasarkan latarbelakang diatas,maka rumusan masalah

dalam penelitianadalah:

1.Bagimana upaya Polres Bungo dalam menanggulangikasus

penyalahgunaannarkotikadikalanganpelajar?

2.Apa kendala yang dihadapi oleh Polres Bungo dalam

menanggulangikasus penyalahgunaan narkotika dikalangan

pelajar?

C. TujuanPenelitian
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Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka tujuan dari

penelitianinisebagaiberikut:

1.UntukmengetahuidanmenganalisisupayaPolresBungodalam

menanggulangikasus penyalahgunaan narkotika dikalangan

pelajar.

2.Untukmengetahuidanmenganalisiskendalayangdihadapioleh

Polres Bungo dalam menanggulangikasus penyalahgunaan

narkotikadikalanganpelajar.

D. ManfaatPenelitian

1. ManfaatTeoritis

Penelitian inidiharapkan menjadisalah satu masukan dan

menambahwawasandalanbidanghukum pidana.

2. ManfaatPraktis

Hasilpenelitianinidiharapkandapatmenjadireferensipemikiran

bagimahasiswa yang ingin mengkajimengenaiupaya-upaya

dalam penanggulangannarkotikadikalanganpelajar.

E. KerangkaKonseptual

Kerangkakonseptualiniberisimengenaimaknadarijudulyang

digunakandalam penelitianinidenganpenjelasansebagaiberikut:

1. Upaya

Upayadapatdiartikansebagaicaraatautindakanuntuk

menyelesaikan suatu perkara.Upaya yang dimaksud dalam

penelitian iniadalah upaya hukum.MenurutFitriWahyuni
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bahwa:

Upaya hukum merupakan suatu cara atau upaya yang
diberikan oleh Undang-Undang kepada badan hukum
maupun seseorang untuk hal tertentu,serta untuk
melawanputusanhakim sebagaitempatbagipihak-pihak
yangtidakpuasdenganputusanhakim yangdianggap
tidaksesuaidengan apa yang diinginkan karena tidak
memenuhirasakeadilan.8

Pada dasarnya upaya merupakan suatu cara untuk

menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan,serta

mencarijalankeluardaripermasalahantersebut.9

2. KepolisianResor(Polres)

Kepolisian Resor atau selanjutnya disingkat Polres

merupakan strukturkomando kepolisian Republik Indonesia

yangbertugasdiwilayahKabupatenatauKotadengananggota

berprofesisebagaipolisi.Anggota polisiyang bertugas di

Polres juga memilikidan melaksanakan kode etik,serta

memilikiotonomipolitikuntukmengontrolnasibnyasendiri.10

3. Penanggulangan

Penanggulangan memilikimakna sebagaipencegahan

atauupayauntukmencegahterjadinyasuatutindakpidana.

Pada konteks hukum pidana juga ada yang disebutupaya

penanggulangan tindak kejahatan yang dikenal dengan

berbagaiistilah,antaralainpenalpolicy,criminalpolicyatau

8 FitriWahyuni,Dasar-DasarHukum Pidana diIndonesia,Nusantara Persada
Utama,Tangerang,2017,hlm.67

9FiensoSuharsono,KamusHukum,PenaMedia,Situbondo,2010,hlm.16
10 IMadeUntungSunantara.,ImranIsmaildanAndiRasyidPananrangi,Fungsi

SosialKepolisianRepublikIndonesia,PusakaAlmaida,SulawesiSelatan,2021,hlm.7
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strafchtspolitiekkejahatanmelaluipenegakanhukum pidana

yangrasionalyaitumemenuhirasakeadilandandayaguna.11

4. PenyalahgunaanNarkotika

Penyalahgunaan dapatdiartikan sebagaisuatu proses,

cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak

sebagaimanamestinya.12Sementaraitu,Narkotikamerupakan

bagiandariobatterlarangyangpenggunaannyadiaturdalam

peraturan perundang-undangan.13 Pasal1 ayat1 Undang-

UndangNomor35Tahun2009tentangNarkotikabahwa:

Narkotika merupakan zatatau obatyang berasaldari
tanaman atau bukan tanaman,baik sintetis maupun
semisintetis,yang dapatmenyebabkan penurunan atau
perubahankesadaran,hilangnyarasa,mengurangisampai
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan
ketergantungan.

Daripengertian tersebut,makayang dimaksud dengan

penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan

menyalahgunaakanpenggunaanobatterlarangjenisnarkotika

yang berkonsekuensipada hukum karena penyalahgunaan

tersebut memberikan dampak pada perubahan mental,

kecanduandanperilaku.14

5. Pelajar

11BardaNawawiArief,MasalahPenegakanHukum danKebijakanPenanggulangan
Kejahatan,PrenadaMedia,Jakarta,2018,hlm.15

12 VeronicaColondam,RaisingDrug-FreeChildren,YayasanCintaAnakBangsa,
Jakarta,2017,hlm.4

13Ibid.,hlm.7
14 ShalihGhanim As-Sadlan,BahayaNarkobaMengancam,DarulHaq,Jakarta,

2010,hlm.44
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Pelajar adalah seseorang yang sedang menempuh

pendidikandalam jenjangpendidikanformal.Padadasarnya

pelajarmerupakananakusiasekolahyangsedangmenuntut

ilmudilembagapendidikanformal.15Padapenelitianini,pelajar

yangdimaksudadalahpelajardijenjangpendidikanSMPdan

SMA.

Daripengertiantersebut,makayangdimaksuddenganupaya

Polres Bungo dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan

narkotikadikalanganpelajaradalahupayaataucaraPolresBungo

untukmengatasidanmencegahperbuatanmenyalahgunakanobat-

obatanterlarangjenisnarkotikapadaanakusiasekolah.

F. LandasanTeoretis

1.TeoriPenanggulanganKejahatan

Tindakpidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar

normahukum dannormasosialyangdapatmerugikanmasayarkat.

Seluruhduniatelahsepakatuntukmelakukanupayagunamenekan

tingkatkejahatan.16 Upayapenanggulangankejahatansecaragaris

besardapatdibagimenjadidua,yakni:

1.PenanggulanganKejahatanDenganHukum Pidana(Upaya
Penal)

Upayapenanggulanganlewatjalurpenalinibisajuga
disebutsebagaiupayayangdilakukanmelaluijalurhukum
pidana.Upayainimerupakanupayapenanggulanganyang

15Ahmad,KonsepPendidikan,UsinArtiyasa,Jakarta,2012,hlm.81
16 Moh.Dulkiah,SosiologiKriminal,LP2M UINSGDBandung,Bandung,2020,hlm.

39
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lebih menitikberatkan pada sifatrepresif,yaknitindakan
yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan
penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap
kejahatanyangtelahdilakukan.Selainitu,melaluiupaya
penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka
menanggulangikejahatansampaipadatindakanpembinaan
maupunrehabilitasi.17

2.Penanggulangan Kejahatan TanpaHukum Pidana(Upaya
Non-Penal)

Upayapenanggulanganlewatjalurnonpenalinibisa
jugadisebutsebagaiupayayangdilakukanmelaluijalurdi
luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya
penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat
preventif,yaknitindakanyangberupapencegahansebelum
terjadinyakejahatan.Melaluiupayanonpenalinisasaran
utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif
penyebab terjadinya kejahatan,yaknimeliputimasalah-
masalahataukondisi-kondisisosialyangsecaralangsung
atautidaklangsungdapatmenimbulkanataumenumbuh
suburkankejahatan.18

Konsepupayapenanggulangankejahatanmelaluitigatindakan

yaitu,tindakan yang bersifat “pre-entive” (himbauan) sebelum

kejahatan terjadi, tindakan yang berupa “preventive”

(pencegahan/penangkalan)dantindakanyangbersifat“repressive”

(pemberantasan/penumpasan)sesudahkejahatanterjadi.Dikatakan

sebagaiperbedaan secara kasar,karena tindakan refresifpada

hakikatnya dapatdilihatsebagaitindakan pre-entifdan preventif

dalam artiluas.19

Upaya penanggulanagan kejahatan juga dapat dilakukan

dengancara-carasebagaiberikut:

17 EddyRifaidanMaroni,KebijakanKriminalPenanggulanganKejahatan,Bandar
Lampung:UniversitasLampungPress,2012,hlm.16

18Ibid.
19 John Kenedi,Kebijakan Hukum Pidana (PenalPolicy),Pustaka Pelajar,

Yogyakarta,2017,hlm.167
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1.Penerapanhukum pidana(criminallawapplication).
2.Pencegahantanpapidana(preventionwithoutpunishment).
3.Mempengaruhipandanganmasyarakatmengenaikejahatan

danpemidanaanlewatmediamassa(influencingviewsof
societyoncrimeandpunishment/massmedia).20

Sementara itu,upaya penanggulangan untuk tindak pidana

dapatdilakukandengancara-carasebagaiberikut:

1.Upayanonpenal

Upayanonpenalinimeliputiupayapreventifatauupaya

sebelum terjadinya tindakpidana.21 Upaya non penalini

dapatdilakukandengancarasebagaiberikut:

a.Melakukanpatroliuntukmenjagakeamanan.
b.Memberikan himbauan kepada masyarakatakan

pentingnyasalingmenjagadansalingmelindungi.
c.Melakukanpenyuluhankepadamasyarakat.
d.Pendekatankepadatokohmasyarakatdanagama

agar terjalin hubungan yang baik antara tokoh
masyarakatdenganaparatpenegakhukum.

e.Memberikanpenerangankepadamasyarakatapabila
terjaditindak pidana pencurian dihimbaukan agar
segeramelaporkankepadapihakyangberwajib.22

2.Upayapenal

Upayapenalmerupakanupayapenindakandalam skala

penegakanhukum pidanasebagaiupayaakhir.Upayapenal

inidisebutjugasebagaiupayarepresifatauupayasetelah

tindakpidanaterjadidenganmelakukanpenindakansesuai

20BardaNawawiArief,BungaRampaiKebijakanHukum Pidana,FajarInterpratama,
Semarang,2011,hlm.45

21JohnKenedi,Loc.Cit.
22Nurrofiqoh,HerryLiyusdanAgaAnum Prayudi,PenanggulanganTindakPidana

PencuriandenganPemberatan,Pampas:JournalofCriminal,Volume3,Nomor1,2022,
hlm.94,https://online-journal.ac.id
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hukum yangberlaku.23

PertanggungjawabanpidanaatauyangdisebutdenganCriminal

Liabilitymerupakankemampuanseseoranguntukbertanggungjawab

atasperbuatanpidanayangtelahdilakukan.Pertanggungjawaban

pidana dapat dibebankan kepada pelaku atas beberapa

pertimbanganyangadapadaKUHP.Pertanggungjawabanpidanaini

jugatermasuksalahsatucarauntukmemberikanrasajerapada

pelakuataupunoranglainsehinggamerekamembatalkanniatuntuk

bertindakkejahatandandapatmeminimalisirtindakkejahatanyang

terjadi.24

2.TeoriPenegakanHukum

Penegakanhukum merupakanbagiandariusahasuatubangsa

untuk mempertahankan eksistensinya melaluipengorganisasian

sumberdayagunamerealisasikan cita-citadan citramasyarakat

yangterkandungdalam tatahukumnya.Fungsipenegakanhukum

adalahuntukmengaktualisasikanaturnahukum agarsesuaidengan

apayangdicita-citakanolehhukum itusendiri.25

Penegakan hukum memilikiartisebagaipenyelenggaraan

hukum olehpetugaspenegakhukum danolehsetiaporangyang

mempunyaikepentingan sesuaidengan kewenangannya masing-

23Ibid.hlm.98
24 LukmanHakim,Asas-AsasHukum Pidana,Deepublish,Yogyakarta,2020,hlm.

35
25 AyuVeronica.,KabibNawawidanErwin,PenegakanHukum PidanaTerhadap

PenyelundupanBabyLobster,Pampas:JournalofCriminalLaw,Vol.1,No.2,2020,hlm.
46,https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085
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masing menurutaturan hukum yang berlaku.Penegakan hukum

pidanamerupakansatukesatuanprosesdiawalidenganpenyidikan,

penangkapan,penahanan,peradilanterdakwadandiakhiridengan

pemasyarakatanterpidana.26

Secarakonseptual,makaintidaripenegakanhukum terletak

padakegiatanmenyerasikanhubungannilai-nilaiyangdijabarkan

dalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap akhir untuk

menciptakan,emmelihara ndan mempertahankan kedamaian

pergaulanhidup.27Penegakanhukum pidanaterdiridariduatahap,

yaitu:

a.Penegakanhukum pidanaInAbstractomerupakantahap
pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah
berakhirsaatdiundangkannyasuatuperaturanperundang-
undangan.

b.Penegakan hukum in Concreto merupakan proses
penjatuhanpidanaataupemidanaan.28

MenurutSoerjonoSoekanto,faktor-faktoryangmempengaruhi

penegakanhukum,yaitu:

a. Faktorhukumnyaitusendiri.

b. Faktorpenegakhukum.

c. Faktorsaranadanfasilitasyang mendukung penegakan
hukum.

d. Faktor masyarakat,yakni masyarakat dimana hukum
tersebutditegakkan.

26 HarunM.Husen,KejahatandanPenegakanHukum DiIndonesia,RinekaCipta:
Jakarta,2000,hlm.58

27 Soerjono Soekanto,Faktor-FaktorYang MempengaruhiPenegakan Hukum,
Rajawali,Jakarta,1983,hlm.24

28 AndiHamzah,Asas-AsasPentingdalam Hukum AcaraPidana,FHUniversitas,
Surabaya,2012,hlm.2
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e. FaktorKebudayaan yaknisebagaihasilkarya,cipta dan
karsa yang didasarkan pada karsa manusia didalam
pergaulanhidup.29

Upayapenegakanhukum berkaitandenganberbagaihal,seperti

peraturanhukum yangharusditegakkan,lembagapenegakhukum,

aparathukum (polisi,jaksa,hakim),sertakesadaranatauperasaan

hukum masyarakat.30 Semua komponen tersebutberkaitan satu

samalaindalam penegakanhukum.

G.MetodePenelitian

1.TipePenelitian

Penelitianiniadalahbersifatyuridisempiris.Penelitianyuridis

empiris artinya salah satu jenis penelitian hukum yang

menganalisisdanmengkajibekerjanyahukum dalam masyarakat.31

Penelitianyuridisempirisdigunakanuntukmengkajiupaya

Polres Bungo dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan

narkotikadikalanganpelajar,sertakendalayang dihadapioleh

Polres Bungo dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan

narkotikadikalanganpelajar.

2.LokasiPenelitian

PenelitianinidilaksanakandiPolresBungoyangberalamatdi

Jl.H.HoesinSa’adNo.1MuaroBungo,KelurahanBungoBarat

29SoerjonoSoekanto,Op.Cit.,hlm.8
30 Satjipto Raharjo,Penegakan Hukum: Sutau Tinjauan Sosiologis,Genta

Publishing,Yogyakarta,2011,hlm.24
31Muhaimin,MetodePenelitianHukum,Unram Press,Mataram,2020,hlm.80
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KabupatenBungo.Pemilihanlokasiinidenganpertimbanganbahwa

institusiinilah yang berhubungan dengan permasalahan dalam

penelitian ini,sehingga melaluiinstitusiinidiharapkan dapat

memberikanbantuaninformasidandatayangdibutuhkandalam

penelitian.

3. JenisdanSumberData

Jenisdansumberdatayangdigunakandalam penelitianini

sebagaiberikut:

a. Data primeryaitu data yang diperoleh secara langsung

melaluiwawancaradengannarasumberatauinformanyang

dipilihdalam penelitianini.

b. Datasekunderyaitudataataudokumenyangdiperolehdari

instansilokasipenelitian,buku,jurnaldansumber-sumber

lainnya.

4. PopulasidanSampelPenelitian

Populasidalam penelitianiniadalahseluruhpihakyangterkait

dengan upaya Polres Bungo dalam penanggulangan kasus

penyalahgunaannarkotikadikalanganpelajar.

Sampeldalam penelitian iniditentukan secara purposive

sampling yaitu berdasarkan kriteria tertentu,sepertimemilih

informan yang mengetahui dan memiliki kewenangan untuk

memberikan informasimengenaiupaya Polres Bungo dalam

penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan
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pelajar.Adapuninformandaripenelitianiniadalah:

a.1(Satu)OrangKanitIdikIISatresnarkobaPolresBungo.

b.1(Satu)OrangKaurMintuSatresnarkobaPolresBungo.

5.PengumpulanData

Metodepengumpulandatadalam penelitianinimeliputi:

a. Wawancara,yaitudenganmelakukananyajawabsecara

lisan,tertulisdanterstrukturdenganmenggunakandaftar

pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada

informan.Wawancara dilakukan secraa tertutup dan

membahas mengenai upaya Polres Bungo dalam

penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika di

kalanganpelajar.

b. Observasi,yaitu pengamatan dan pencatatan secara

sistematik terhadap gejala yang tampak pada ojek

penelitian. Metode observasi ini digunakan untuk

mengamatisecaralangsungupayaPolresBungodalam

penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika di

kalanganpelajar.

c. Studidokumen,yaitu dengan mempelajaridokumen-

dokumenyangberhubungandenganupayaPolresBungo

dalam penanggulangankasuspenyalahgunaannarkotika

dikalanganpelajar.

6.PengolahandanAnalisisData
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Analisisdatayaknimelakukankajianatautelaahanterhadap

hasilpengolahandataataudenganmenggunakanteori-teoriyang

telahdidapatkansebelumnya.32 Analisisdatadalam penelitianini

menggunakananalisisdeskriptif.

Analisis deskriptifmerupakan penelitidalam menganalisis

berkeinginanuntukmemberikangambaranataupemaparanatas

subjek dan objek penelitian sebagaimana hasilpenelitian yang

dilakukan.Penelititidak melakukan justifikasiterhadap hasil

penelitiantersebut.33

H.SistematikaPenelitian

Adapunsistematikadalam proposalskripsiiniadalahsebagai

berikut:

BABI Pendahuluan.

Pada bab inipenulisakan mengemukakan pendahuluan

mengenaimasalahyangpenulisangkatdanmemaparkan

serta menjelaskan berkaitan dengan hal-halyang akan

diuraikan dalam teks.Bab inimeliputilatarbelakang

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian,kerangka konseptual,landasan teori,metode

penelitian,dansistematikapenulisanproposalskripsiini.

BABII Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Tindak

32Ibid,hlm.104
33Ibid,hlm.105
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Pidana

Padababini,penulismengemukantinjauanumum tentang

tindakpidana,penanggulangantindakpidana,penegakan

hukum sertapenyalahgunaannarkotika.

BABIII Upaya Polres Bungo dalam Penanggulangan Kasus

PenyalahgunaanNarkotikadiKalanganPelajar

PadababinimembahastentangupayaPolresBungodalam

penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika di

kalanganpelajar,sertakendalayangdihadapiolehPolres

Bungo dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan

narkotikadikalanganpelajar.

BABIV Penutup

PadababIVinipenulismengemukankesimpulandarihasil

penelitianyangtelahdilaksanakandanyangtelahdibahas

pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil

penelitian.


